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BUPATI TRENGGALEX

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMoR: 188.4sl 48 /4O6.OOt.g/2O22
TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN MUNJUNGAN SEBAGAI
KAV/ASAN MINAPOLITAN

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan
Republik Indonesia Nomor pER. 1g/MEN 12072 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Induk pengembangan

Kawasan Penetapkan Kecamatan Munjungan sebagai
Kawasan Minapolitan perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Kecamatan

Kawasan Minapolitan;
Munjungan sebagai

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19S0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor g)

sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang_Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

273O);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor a2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69g);

4. Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggarakan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahtun 2O2l tentatg

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6639);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}lun 2079

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

1 1 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

4 t I PRT lM I 2OO7 tentang Pedoman Kriteria Teknis

Kawasan Budidaya;

1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan
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atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

1 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor Per. 18/Men/2012 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan

Minapolitan;

14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O 1 7

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rrencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

t3t2l;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2076, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor I 18);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun

2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2O2l - 2026 (I*mbaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kecamatan Munjungan sebagai Kawasan

Minapolitan.

Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi Kawasan

Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap dan Kawasan

Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya.

Norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan
pengembangan Kawasan Minapolitan ini mengikuti
pedoman umum pengembangan kawasan minapolitan.

Keputusan Bupati

ditetapkan.
ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal z ,.Zt
BUPATI TREN

MOC


